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BUPATI,

bahwa sesuai dengan arah dan kebrlakarr Lrmlrm APBD serta strategi dan
Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara pemerintah Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanla Daerah Tahun Anggaran 2004
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun Anggaran 2004 perlu ditetapkan dengan peraturan
Daerah,

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1g5g tentang penetapan undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Daerah ringkal
ll di Kalimantan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 9 Tahun
1953);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1gB5 tentang pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun lgBS Nomor 6g, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 199a (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
Undang-undang Nomor 1B Tahun 1gg7 tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gg7 Nomor 4,l,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Niomor
4048)"
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1gg7 tentang Bea perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36gg);
Undang-undang Nomor 22 Tahun '19gg tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 199g Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 2s rahun 1gg9 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Repuotit< lndonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3B4g);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1g9g tentang penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (tLmuaran ttegari
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Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasronal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022)',
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4024)',
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027)',
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028)',
Peraturan Pemerintah Nomor 1 10 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4029);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 41 3B);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a139);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban
serta Pengawasan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 170/SK-33/lV/2003 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUttA:KARTANECARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN   DAERAH   KABUPATEN KUTAI KARTANECARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2004
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Anggaran Pendapatan
berikut:

1. Pendapatan

2. Belanja

Pasal 1

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai

2.063.772.250.000,-

2.943.245.465.277 ,-

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
Daftar Piutang Daerah;
Eaftar Pinjaman Daerah;
Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
Daftar Aktiva Tetap daerah; dan
Daftar Dana Cadangan
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Deisit Rp 879.473.215.277,-

Pembiayaan ,

a. Penerimaan Rp. 879.473.215.277,
b Pengeluaran Rp.

Rp 879.473.215.277 ,-

Pasal 2

Uraian lebrh lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
yang terdiri dari .

1. Lampiran I

Daerah;
2. Lampiran ll
3. Lampiran lll

4. Lampiran lV
5. Lampiran V
6. Lampiran Vl
7. Lampiran Vll
B. Lampiran Vlll
9. Lampiran lX

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 5

Peraturan Daerah irri mrilai berlakr,r pada tanggal diundangkan dan
rnempunyai daya laku surut se.1ak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

フヘ

Diundangkan dalarn Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor …………………Tanggal ………………………
SEKREttAR:S DAERAH KABUPATEN
KUttAI KARTANEGARA

Drs.H.EDDY SUBANDli MM.
N:P.550004831.

Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor

pkan di Tenggarong
gal 15 April 2004



ブヘ 、

Menimbang

Mengingat :

2

KABUPATEN KUTAI KARTANECARA
NOMOR 180.188′ Hk‐62′2004

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat ll di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 1953);
Undang-undang Nomor 12 Tahun'1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
383e);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3BaB);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 4421) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor4165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor a022);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024);
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a027);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor a02B);
Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor
211,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor a139);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2OO2 Tentang Pedoman
Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara
Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN:

KEPUttUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAN」 A DAERAH ttAHUN ANGGARAN 2004

Pasa1 1

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah ttahun Anggaran 2004 terdin atas:
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Menetapkan

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang sah

2. Belanja:
APARATUR DAERAH

a. Belanja Administrasi Umum
b. Belanja Operasidan

Pemeliharaan
c. Belanja Modal/Pembangunan

PELAYANAN PUBLIK
a. Belanja Administrasi Umum
b. Belanja Operasidan

Pemeliharaan
c. Belanja Modal
d. Belanja Bagi Hasildan Bantuan

Rp.   23.189250000,―
Rp.2022889000_000,―
Rp   17 694.000.000,―

Rp.2.063_772250000,―

Rp  438.495267608,…

Rp   36.723.320.000,―
Rp   40.6125275221-

Rp  219 665.5402711-

Rp  858 456_114_132,75
Rp l 140 998 691 653,25
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e. Belanja Tidak Tersangka 35.000.000.000,-Rp

Surplus/(Defisit)
Rp. 2. 943.24 5.465.277,-
(Rp 879.473.215.277,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp. 879.473.215.277,-
Rp.

Rp. 879.473.215.277,-

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut
sejak tanggal 1 Januari 2004.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 15 April2005


